BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Sebagimana hasil penelitian pada bagian analisis , penulis menarik kesimpulan
dari skripsi sebagai berikut.
1. Perlindungan Sebelum Bekerja
Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang
perlindungan Pekerja Migran Indonesia, telah berjalan sebagaimana
mestinya tetapi yang bermasalah adalah ketidak sesuainya dimana
informasi tempat kerja tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh
Pekerja Migran.
2. Perlindungan Selama Bekerja
Berdasarkan undang-undang, terlaksana tetapi berdasarkan
hasil wawancara ditemukan praktek yang tidak memberikan
perlindungan terhadap Pekerja Migran seperti tempat kerja yang
tidak sesuai pada kesepakatan awal .
3. Perlindungan Setelah Bekerja.
Menurut undang-undang, Ada jaminan keselamatan bagi
Pekerja Migran Indonesia saat kembali sampai di tempat tujuan,
dalam pelaksanaanya Pekerja Migran mendapatkan hak-hak

mereka seperti jaminan sosial dan ansuransi
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa saran
yang diberikan dalam penulisan ini adalah:
1. Pembekalan pra-keberangkatan yang interaktif, berdasarkan hak-
hak, dan disusun sesuai dengan pekerjaan dan negara tertentu.
2. Pemeliharaan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang
penempatan dan pasar tenaga kerja.
3. Pemerintah membentuk sistem Informasi Online, yang berguna
untuk mengetahui tentang informasi dimana penempatan Pekerja
Migran itu berada mulai pra penempatan, penempatan dan purna

penempatan
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